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BUPATI LEBONG 

PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 

NOMOR~ TAHUN2014 

TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI LEBONG, 

1. bahwa berdasatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
64 Tahun 2013 tentan9 Peneraj)an Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual l!)asal 4 ayat 5 menyatakan 
bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah 
tentang kebijakan akun!ansi pemerintah daerah clengan 
berpedoman pada stander akuntansi pemerlntahan; 

2. bahwa penerapan stander akuntansi pemerintahan berbasis 
al<rual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 
71 Tahun 2010 harus segera diterapkan namun memerlukan 
masa tn,nsfsl; 

3. bahwa berdasall<an pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan hurul b untuk tertib admlnlstlasi 
pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan Peraturan 
Bupatl L-ebong tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Kabupaten Lebong; 

. 1. Un<lang-tJJndang Nomor 09 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Proplnsi Bengkulu (lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 1967 ,-Jomor 19, Tambahan 
lembaram Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Vndan9-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentaog Pajak Bumi 
dan Bang unan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1994 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569): 

3. Undang-Undang Nomor 28 T ahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republ • 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tamt,ahan Lembata<I 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 ientang P~ 
alas Undang-undang Nomor 2.1 Tahun 19'.~ lef'U.~ ~ 
Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangu,-.a- _ 



(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1968 Nomor 
34, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2854); 

15, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Keduduka n Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kall diubah, 
terakhlr dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahu" 2007 
tentang Perubahan Ketiga alas Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2004 tentang Keduduk:an Protokoler dan Keuangan 
Plmpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembar.in Neg<1ri! Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Oaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T ahun 2005 Nomor 31. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4488); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Stander Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Repub0k Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4503); 

19. Peraturan Pemenntah Nomor M Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574)'. 

20. Pereturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576): 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nornor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nomor 4577), 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara RepuW 
Indonesia iahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lemoaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578}. 

24. Peraturan Pemenntah NDmOI 65 Talll.l"' 2005 ia2.; 
Pedoman Penyusunan dan Pe<>er81)an S-~ Psat= 
Minimal (Lembaran Negara Repub&. !Oa".:sa 
Nomor 150. Tam~ ~ la =4M t _ ♦ 



(Lernbaran Negara Repubhlc. lndonesoa Tahun 1968 Nornor 
34, Tarnbahan LembaJan Negara Repubhk Indonesia Nomor 
2854); 

15. Peraturan Pemerinlah Nomor 24 Tahun 2004 tenlang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2004 
Nomor 90, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali di:ubah. 
terakhir dengan Peraluran Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Petubahan Ketiga atas Peraturan Pemerinlah Nomor 
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Ang901a Dewan Perwakllan Rakyat Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Tatacara Penghapusan Piulang NegarwOaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4488): 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 te-ntang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Ui!'lum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

18, Peraturan Pernerlntah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

19. Peraturan Pemerinlah Nornor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran N~ara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran fllegara 
Republlk Indonesia Nomor4574); 

20. Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perlmbangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Letnbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2005 Nomor 136, Tl!ml>ahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hlbah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tannbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4577); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ • 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemt:arr 
Negara Republ1k Indonesia Norn or 4578). 

24. Peraturan Pemerintah Namor 65 Tanur 2ll0S e.:a,; 
Pedoman Penyusunan dan Pe'l'le<8l)an Sada Peaz;,:r.,r., 
Minimal (Lembaran Negara R~::: . ~m a -
Nomor 150. Tambahar> Le<rm°' f , ♦ 



Indonesia Nomor 4585); 

25, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun :2006 lentang 
Pengelolaan Barang Mfllk Negara/Oaerah (Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 
sebagalrnana telah diubah dengan Peraluran Pemelintah 
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan alas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nom,or 4855); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kioerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik lndonesra Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negar.a Republlk Indonesia Nomor 
4614): 

27. Peraturan Pemerfntah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah kepada Pemerlntah, 
Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD 
dan lnfonnasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah k:epada Masyarakat (Lemt>aran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 4693); 

28. Peraturan Pemeiinlllh Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagia n Urusan Pemerintahan Antara Peme,intah, 
Pemerintah Daerah Provlnsi dan Pemerlntah Daerah 
Kabupatenll<ota (Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737}, 

2~. Peraturan Pe,nerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerinlah (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 201 O tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor5165); 

31 . Peraturan Pemerlntah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hlbah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

32, Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 
sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Mentert Oalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Alas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 
Tenlang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri NoT110< S5 Tahun 20li6 
Tentang Tatacara Penateusahaan dafl Penyusui!3!' 1 & • 1 • 
Peaanggungjawatlan Bendahara sena Per,ae, 1 ,a 

34 Peraturan Menten Dala"' ~ ~ :r ~ 
ten tang P edornan Pcnyus---= A.~1,&pe:r
Belanja Daeran T• ,n AJ,ggao::a , 



Menetapkan 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor ), 

35. Peraturan Menten Oalam Negen Nomor 32 Tabun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hlbah dan B;mtuan Sosial 
Yang Bersumber Oan Anggaran Pendapatan Oan Belanja 
Oaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteo 
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Oalam N-egeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Oan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republlk Indonesia Tahun 2012 
Nomor540): 

36. Peraturan Daerah Kabupaten L.elbong Nomor 13 Tattun 2010 
tentang Pollok-pokok Peooelolaan Keuangan Daerah; 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 02 Tahun 2011 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Lebon.9 Tahun 2011•2015 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2011 Nomor ):. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATl TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG 

SABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati 1n1 ya,ng dimaksud dengan: 

1 Daerah adalah Kabupalen Lebong 
2. Pemerinlah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten lebong. 
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerlntahan Daerah Kabupaten Lebong yang 

diselenggarakan oleh Pernerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lebong 
4. Bupalf adalah Bupati Kabupaten Lebong 
5. Keuangan Oaerah adalah semua hak dan kewaj1ban Daerah dalam rangka 

penyelen9ga1aan pemerintahan daerah yang dapat dfnilai den.9an uang 
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hate dan kewajiban Daerah. 

6_ Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan keglatan yang meliputi 
perencanaan,pelaksanaan,penatausahaan,pela))<)ran, penanggungjawaban 
dan pengawasan keuangan Daerah. 

7. Akuntansi adalah Pf0$'/!$ pencatatan, pen9ukuran, pengklasifik:asian. 
pengikhtisaran transaksi dan ke,adian keuangan, penginterpretasian alas 
has;ilnya, serta penyajian laporan. 

8. Ker:angke Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang 
mendasari penyusunan dan pengembangan Stander Akuntansi 
Pemerlntahan bagi Komite Stander Akuntansi Peme<intahan dan merupakan 
rujukan penting bagl Komite Stanlfar Akuntansi Pemerlntahan, penyusun 
laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemec;ahan atas sesuatu 
masa.lah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Stander Akuntar-so 
Pemenntahan, 

9. Stander Akuntansi Pernenntahen, selanjutnya dlsebut SAP adalaf' p..-.ns;> 
prinsip akuntansi yang dlterapkan datam menyusun clan men\ a .., l;il l!'JClc:r, 
keuangan pemerintah 



10.Kebijakan akuntansl adalah prinsip-pnnsIp, dasar-dasar, konvensl-konvensi, 
aturan-aturan, dan praktlk-praktik speslfik yan9 dipilih oleh suatu entltas 
pelaporan dalam penyusunan dan penyaj1an laporan kellangan. 

11.Sistem Akuntansl Pemerintahan (SAP) adalah serangkalan prosedur manual 
maupun yang tetkomputerisasl mulai dari pengumpulan data, pencalatan, 
pengikhlisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operas! keuangan 
pemerlntah. 

12. Ben<lahara Umum Oaerah adalah pejabat yang diberi tug as untuk 
melaksanakan fungsl Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUD. 

13. Entitas Pelaporan -adalah unit pemerintah yang terdiri darl salu atau lebih 
11ntit:as akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
wajib menyampaikan laporan 11erllln991,1n9~w~ban berupa lap:,oran 
keuangan. 

14.E;ntltas Akuntansi adalah Unit Pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna 
Barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansl dan menyusun laporan 
keuangan untuk digabungkan pada Entrtas Pelaporan 

15. Unh Pemerintahan adalah Pengguna Anggaran/Penggunan Barang yang 
berada di Saluan Kerja Pemngkal Oaefslh (SKPD) Kabupaten Lebong. 

BAB II 
KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Pasal2 

(1) Kebijakan Akuntansl Pemerlntah Kabupaten Lebong menerapkan SAP 
Berbasis Akrual. 

(2) Kebijakan Akuntansi Perneriniah Daerah terdin atas Kebijakan Akuntansi 
Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun. 

(3) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan memuat penjelasan atas unsur
unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan daiam penyaJian 
pelaporan keuangan. 

(4) Keb ijakan Akuntansl Akun mengatur definlsi, pengakuan, pengukuran, 
penyajlan den pengungkapan transaksl atau peristiwa sesuai dengan 
Pemyataan SAP ates: 
a. Pemilihan metode aku ntansi atas-kebijakan akuntansi dalam SAP; 
b. Pengaturan yang lebih rinci etas kebijakan akuntansi dalam SAP. 

Pasal3 

(1) Kebijakan Akuntans, Pelaporan Keuangan terdiri dari: 
a. IKerangka Konseptual Kebijakan Akuntansl Pemerintah Daerah; 
b. IKebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan; 
c. Kebijakan Akuntansi Laporan Reallsasi Anggaran Bertlasis Kas dan 

Laporan Perubahan Saldo A1199aran Lebih; 
d. Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional dan Laporan Perubahan 

Ekuitas: 
e. Kebijakan Akuntansi Neraca; 
f . Kebljakan Akunlansi Laporan Arus Kas, 
g. Kebijakan Gatatan alas laporan Keuangan; 

(2) Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari· 
a. Akuntansi Kas setara Kas; 
b. Akuntansi Piutang; 
c. Akuntansi Persedia,)Ji, 
d. Akuntansi lnvestasi: 
e. Akuntansi Asel Tetap; 
f Akuntansl Dana Cadangan 



g. Akuntansi Asel Lainnya; 
h. Akuntan~i Kewa11ban; 
I Akuntansl Pendapatan-LO dan Pendapatan•LRA: 
j. Akuntansi Belanja; 
k. Akuntansi Beban, 
I. Akuntansi T ransfe~ 
m Akuntansi Pembiayaan; 
n Akuntansi atas Korel<si Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansl 

Pe,ubahan Eslimasi Akuntansi, Operas! yang Tidak Dilanjutkan dan 
Kejadian Luar Biasa; 

o. Akuntansi Penyajian Kembali (RestatemenQ 

Paaal4 

(1) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun 
diatur lebih lanjul dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terplsahkan dan Peraturan Bupati ini 

(2) Lamp1ran Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika 
sebagai berikut: 

Kebljakan Akuntansl Pelaporan Keuangan 

1. Lampiran 1.01 Kerangka Konseptual Keb9akan Akunlans1 
Pemerlntah Kabupaten Lebong. 

2. lampiran 1.02 

3. Lampiran 1.03 

4. Lampiran 1.04 

5. Lampiran 1.05 

6. Lampiran 1.06 

7. Lampiran 1.07 

Kebijakan Akuntansl Pelaporan Keuangan 
Nomor 01 - Penyajian laporan Keuangan. 

Kebijakan AJ<untansi Pelaporan Keuangan 
Nomor 02 - Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA) Berbasis Kas dan Laporan Perubahan 
SaldoAnggaran lebih (SAL). 

Kebrjakan Akuntansi Pelaporan Keuangan 
Nomor 03 -laporan Operasional (LO) dan 
Laporan Perubahan E:kultas (LPE). 

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan 
Nomor 04 - Neraca 

Kebljakan Akunt~nsi Pelaporan Keuangen 
Nomor 05 - Laporan Arus Kas. 

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan 
Nomor 05 - Laporan Arus Kas. 

Kebijakan Akuntansi Akun 

8 . Lampiran 11.01 Kebljakan Akuntansl A,kun Nomor 01 - Kas 
dan Setara Kas. 

9. Lampiran 11.02 Kebijakan Akunlansi Akun Nomor 02 
Piutang. 

10. Lampiran 11.03 Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 03 -
Persediaan 

11 Lamplran II 04 Kebljakan Akuntansi Akun Nomo, 04 
lnvestasl. 

12_ Lampiran 11.05 Kebijakan Akun1ans1 Akun Nomor G5 - A..-e 
Telap 



13. Lamplran 11.06 

14. Lamplran 11.07 

15. Lampiran 11.08 

16. Lamplran 11.09 

17. Lampiran 11.10 

18. Lampiran II. 11 

19. Lamplran 11.12 

20. Lamplran 11.13 

21. Lampiran 1114 

22. lampiran 11.15 

23. lampiran 11.16 

Kel>ljakan Akunians, Akun Nomor 06 -
Dana Cadangan 

Keb~akan Akuntansr Akun Nomor 07 - Asel 
Lainnya. 

Kebijakan Akunlansl Akun Nomor 08 
Kewajiban 

Kebijakan Akunla nsl Akun Nomor 09 
Pendapatan-LRA 

Kebljakan Akunla nsl Akun Nomor 1 O 
Pendapat.,n-LO. 

Kebljakan Akuntansi Akun Nomor 11 
Belanja 

Kebljakan Akunta nsl Akun Nomor 12 
Beban. 

Kebi/akan Akuntansl Akun Nomor 13 
Transfer. 

Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 14 
Pembiayaan, 

Kebljakan Akuntansi Akun Nomor 15 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan 
Akuntansi, Perubahan Estimasl. Operasl 
yang Tldak Dilanjutkan dan Kejadian Luar 
Biasa. 

Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 16 -
Penyajlan Kembal, (Restatement). 

BAB Ill 
PELAPORANKEUANGAN 

Pasa15 

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan 
wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, setidak
tidaknya terdlri dari: 
1. Laporan Reallsasl Anggaran; 
2. Laporan Perubahan SAL 
3. Neraca; 
4. Laporan Operasional 
5. Laporan Arus Kas; 
6. Laporan Perubahan Ekui!as; 
7 Catalan alas Laporan Keuangan 

(2) Oalarn rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entltas Akunt.insl 
untuk unit pemerinlahan wapb menyusun Laporan Keuangan Tahunan, yang 
setidak-tldaknya terdlri dari: 
1. Laporan Realisasi Anggaran; 
2. Laporan Operasional 
3. Neraca, dan 
4. Catatan atas Laporan Keuangan 

(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daera'" 
BUD wajib menyusun Laporan Keuangan, yang setrdak-tidaknya terdin clan 
1. Laporan Realisasi Anggaran: 
2. Laporan Ope,aslonal; 



3 . Neraca, 
4 . Laporan Arus Kas; 
S. l.aporan Perubahan Saklo Anggaran Leb[h; 
6, Laporan Perubahan Ekultas; dan 
7. Calatan atas Lapora.n Keuangan 

BABIV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal6 

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pas.al 4 dilaksanakan mulai Tahun 
2015. 

(2) f'enyusunan l!lP.O"n !<.euang.in Tahun 2014 mengacu kepada kebijakan 
akunlansi sebelumnya yang berlaku pada pemerintah daerah. 

(3) Pada saat Peraturan Bupati ini ber1aku, maka Peraluran Bupati Lebong 
Nomor 51 Tahun 2012 lentang Kebijakan Akunlansi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lebong (Serita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2012 Nomor 
51) dicabut dan dlnyatakan tfdak ber1aku, 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal7 

(1 J Agar setlap orang mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraturan 
BupaO Lebong ml dengan menempatkannya dalam Serita Daerah Kabupaten 
Lebong , 

(2) Peraturan Bupati lebong inl mulaiberlaku pada tanggal 01 Januarl 2015 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal .:tj'• /3-2014 

'- BUPATI LEBO~G ' 
.P, / , ...... 

/ 

H. ROSJONSYAH 

Oiundangkan di Tube, 
pada tanggal .1-S J"'$<mb<r 2014 

SEKRETARIS OAERAH KABUPATEN LEBONG 

I( 
MIRWAN EFFENDI 

SERITA DAERAH KABUPATEN LEBONGTAHUN 2014 NOMOR .$1 

PE',lrnlNTAH K48UFATEN LE30'1G 
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